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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah sejak lama Kitab Undang-Undang Hukum Pid&tiHP)
yang semula bernam&Vetboek van Strafrechberlaku dan menjadi
pedoman hukum bagi seluruh masyarakat IndonesiaHRKUyang
merupakan kitab undang-undang warisan kolonial riRadibuat dari
latar belakang tempat, waktu dan kondisi masyarBk&nda yang mulai
diberlakukan sejak tahun 1959 di Indonesia.Ber#asainformasi dari
VOA Indonesia (8/3/2013), KUHP terakhir direvisi 48&hun yang lalu.
Hal itu berarti sejak 1964 di mana KUHP terakhiredisi, KUHP yang
sebagian besar mengadopsi filosofi hukum Belandaihmeigunakan
untuk dijadikan sebagai dalil legitimatif dan lasda hukum, khususnya
terkait dengan permasalahan pidana di Indonesig yas memiliki latar
sosio-filosofis dan sosio-politik yang berbeda dengegara asal pembuat
KUHP yakni Belanda.

Memahami bahwa KUHP perlu dibenahi mengingat Ind@ndan
Belanda merupakan dua bangsa yang memiliki karadea latar sosial
yang berbeda, para pakar hukum pidana mulai menkarcuvacana
untuk kembali merombak, mereformulasi, merevishkam mereformasi
KUHP agar sesuai dengan watak sosial masyarakanésih.Lagi pula,
KUHP dinilai sudah tidak relevan untuk memenuhittten zaman di

mana banyak permasalahan hukum pidanan{nal law) yang tidak dapat



terakomodasi dalam KUHP. Dengan demikian, diskunsosik segera
melakukan reformasi terhadap KUHP kembali dipertetmapada akhir
tahun 2012 hingga 2013 dan diperkirakan belum aelseampai akhir
Pemilihan Umum 2014.

Meskipun kesadaran untuk merevisi KUHP sudah laneajaali
diskursus yang banyak dibicarakan dari pelbagairigdn, tetapi sampai
saat ini (2013) KUHP belum berhasil direvisi untilisesuaikan dengan
pelbagai polemik hukum yang bergejolak di Indon€siacak
pembahasan mengenai revisi KUHP kembali hangatripmngkan
publik ketika pemerintah melalui Kementerian Hukudan HAM
memberikan draf Rancangan KUHP (RKUHP) kepada Deamakilan
Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Maret 2013.

Sebagaimana dilansir Harian Suara Karya (7/3/2018)tuk
memulai pembahasan terhadap Rancangan KUHP dan RUNKnteri
Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyerahkan langsdirag RUU ke
Komisi lll DPR, Rabu (6/3).Ketua Komisi lll DPR GedPasek Suardika
mengatakan bahwa draf RUU tersebut sudah diajukeim memerintah
sejak masa Menteri Hukum dan HAM diabat Yusril dhz
Mahendra.Namun, draf kali ini adalah draf baru, dukevisi dari draf
pemerintah sebelumnya. Menurut Pasek, dengan biseraya kedua draf
RUU tersebut, berarti DPR sudah bisa memulai peasaah Sebelumnya

draf tersebut sudah dikirim kepada pimpinan DPRapie sekarang



diserahkan kepada Komisi Ill.Dengan demikian, DRRas mulai turun
ke daerah untuk menyerap aspirasi dari pelbagakpih

Adapun jumlah pasal yang akan direvisi menurut Pasencapai
700 pasal sehingga memerlukan waktu yang cukup lamgauk
menyelesaikan pembahasan terséBementara itu, data yang dihimpun
Kompas.com (16 Mei 2011), secara keseluruhan draf RKUHP
mengandung 742 pasal di mana jumlah pasal tersielith banyak
dibandingkan KUHP saat ini yang mengandung 569 |38séah satu
pasal yang menjadi perdebatan publik menurut iemga Tempo, antara
lain pasal yang mengurangi hukuman mati (pasal ®@ngenai santet
(pasal 293 ayat 1), perzinahan (pasal 483), pepgadgpasal 300), dan
pasal penghinaan terhadap Presiden (pasal®266).

Dari sekian pasal yang dianggap kontroversial, Ipasengenai
perzinahan yang dimasukkan dalam draf RKUHP pantuku dikaji
mengingat selama ini persoalan mengenai zina,a®aitpezina lajang
tidak dipersoalkan dalam konstelasi hukum pidandoresia.Artinya,
selama ini KUHP hanya mengatur dan mengenakantpbn&um kepada
dua pasangan zina yang sudah menikah, tidak urgs&ngan zina yang

masih lajang.Dengan munculnya RKUHP 2012 yang mémasal baru

! Harian Berita Sore, DPR Komitmen Optimalkan Revisi UU KUHP
http://beritasore.com/2013/07/31/dpr-komitmen-ojaiikan-revisi-uu-kuhp/, diakses 6 September
2013, jam 10.15 WIB

Kompas.com, Draf Revisi KUHP Hampir Rampung
http://nasional.kompas.com/read/2011/05/16/160980HE8 Revisi. KUHP.Hampir.Rampung,
diakses 6 September 2013, jam 10.20 WIB

Tempo.co, Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/21/063468Ba%Ar-Pasal-Kontroversial-di-
Rancangan-KUHP, diakses 6 September 2013, jam 10IBO



mengenai zina lajang, pezina baik laki-laki maugperempuan yang
statusnya lajang mendapatkan sanksi hukum.

Dalam RKUHP 2012 Buku Kedua di bagian keempat Weitju
“Zina dan Perbuatan Cabul” (Pasal 483 ayat “di#Jaskan bahwa
dipidana karena zina dengan pidana penjara paiin@ |5 (lima) tahun
karena laki-laki dan perempuan yang masing-masdak tterikat dalam
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Stigajuayat 2
memberikan klausul bahwa tindak pidana sebagaintmaksud pada
ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pdagn suami, istri, atau
pihak ketiga yang tercemar.

Sedangkan dalam Pasal 485 menerangkan bahwa getrapyang
melakukan hidup bersama sebagai suami istri digegkawinan yang sah,
dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tattam denda paling
banyak kategori Il. Kategori Il yang dimaksud dalRiKUHP 2012 Buku
1 adalah sebanyak Rp 30.000.000.

Meskipun tindak pidana terhadap pezina lajang malifatasi
dengan syarat adanya pengaduan dari pihak ketiga ata penuntutan
dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi munculngalpai memberikan
“angin baru” terhadap diskursus perubahan KUHPaiedkengan adanya
sanksi hukum bagi pelaku zina yang masih lajangg@asaat ini (2013),
RKUHP2012 belum disahkan karena masih mencari sunfilesofi

hukum yang tepat dengan menyerap aspirasi dariarast agar produk

* Draf RUU KUHP dapat diakses melalui laman KemeateHukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) dengan alamat: http://wwvp.digmenkumham.go.id/prioritas-
2011/133-daftar-rancangan-undang-undang.html



hukum yang dihasilkan berkualitas dan menjadi laadahukum yang
sesuai dengan karakter manusia Indonesia.

Sebagaimana dilansibetik.con{6/3/2013), dalam pembahasannya
nant—menurut Gede Pasek Suardika—Komisi Il akaemimentuk
Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dan RKUHP. Komisi jiliga akan turun
ke daerah untuk meminta aspirasi masyarakat.Detgaikian, skripsi ini
menjadi salah satu aspirasi yang mengkaji secaadeakis draf RKUHP
2012 terutama dalam pasal perzinahan yang dilakigk@amgmenggunakan
pendekatan analisis hukum pidana Islam.

Penggunaan hukum pidana Islam sebagai pisau analrgiuk
mengupas draf RKUHP2012 dikarenakan beberapaPeatama hukum
pidana Islam sudah mengatur hukuman bagi pezing yasih lajang 15
abad yang lalu jauh sebelum RKUHP 2012 tentang Zmjang
diperdebatkan.

Kedug mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam
sehingga membuat langkah untuk mendekati draf RKWOR2 yang
mengatur perzinahan bagi lajang menggunakan hukidang Islam
menjadi langkah logis dan efisien, terlebih falbafmoralitas bangsa
Indonesia secara umum berpandangan bahwa zinaasehau perbuatan
asusila dan melanggar norma yang berlaku dalamareisst.

Ketiga, skripsi ini sebagai bentuk partisipasi penulibagmi
mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Fakultas SyatdahEkonomi Islam

IAIN Walisongo untuk melakukan kajian terhadap RKRJIE2012 yang



mengatur zina lajang dari perspektif hukum pidasianh yang sekarang
tengah digodok oleh Komisi Ill DPR RI.

Dalam Al-Qur’an, larangan zina diatur dalam SuratMur ayat 2,
An-Nisa’ ayat 15, Al-Isra’ ayat 32, dan suratAn-Mwayat 30-3%. Selain
Al-Qur'an, sumber hukum Islam primer yang menekanKarangan
terhadap perbuatan zina adalah Al-Hadis. Dalam $Hgaing diriwayatkan
Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani sebagama tercantum
dalam Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslimkiman bagi
pezina yang masih lajang adalah hukuman cambulkigakd 00 kali dan
pengasingan selama 1 tatfun.

Pezina yang masih lajang dalam khasanah keilmukmnyidana
Islam dikenal dengan istilah pezimgnairu muhsan Sedangkan pezina
yang telah menikah dinamakan pezmahsandi mana kadar hukumannya
jauh lebih berat dibandingkan pezighairu muhsanAdapun hukuman
bagi pezina muhsan adalah rajam. Rajam merupakais fgukuman
dengan cara tubuh pezina ditanam dalam tanah sasapai, kemudian
dilempari batu sampai meninggal.

Dengan pelbagai penjelasan tersebut, hukum piddaa Imenjadi
salah satu sumber rujukan utama yang sangat repagsentuk mengkaji
Pasal 483 RKUHP 2012, baik dari aspek latar belgkamminalisasi
perbuatan zina oleh lajang maupun aspek penaliaagi menjadi bagian

dari satu kesatuan substansi hukum Pasal 483 RIKQRIHP.

® Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islamn(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 37-39.
®Ibid., hal. 43-44.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, makat dhpanuskan
beberapa permasalahansebagai berikut:
1. Bagaimana perspektif RKUHP 2012 terhadap zina ¢&jan
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadayinialisasi zina
lajang dalam RKUHP 20127?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadagigeesi bagi

pezina lajang dalam RKUHP 2012?

C. Tujuan Pendlitian
Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusazsalaft
yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitiatabdsebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perspektif RKUHP 2012 terhadap amang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dapfhaspek
kriminalisasi zina lajang dalam RKUHP 2012.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dahaspek

penalisasi bagi pezina lajang dalam RKUHP 2012.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandiedgaadap
penelitian serupa yang pernah ada.Telaah pustakailikieperan yang
cukup signifikan dalam rangka mendapatkan suatarnmdsi yang ada
sebelumnya tentang teori yang berkaitan denganl jyalng digunakan

untuk memperoleh landasan teori ilmiah.



Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan memglaaelitian
serupa untuk dijadikan sebagai bahan perbandinglmdpenelitian ini.
Dengan demikian, perbedaanantara skripsi ini depgaelitian telah ada
sebelumnyaakan dapat dilihat secara jelas.

Sebagaimana skripsi dari Jurusan Jinayah Siyasdtult&s
Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kadia, Yogyakarta,
yang disusun M. Arwani (03370294) dengan judul &idan Kumpul
Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Délika dan Kumpul
Kebo dalam RUU KUHP 2005, skripsi ini menggunalenis penelitian
kualitatif dengan sumber data diperoleh dari péaali kepustakaan
(library research.

Meskipun serupa, tetapi ada beberapa perbedaan sygnifikan
antara skripsi ini dengan penelitian yang disusurAklvaniPertama M.
Arwani memperoleh sumber data dalibrary research dengan
pengumpulan data dari dokumen, sedangkan skripsitidak cukup
dengan memperoleh data dari dokumen tertulis, gghinpenulis
melakukan wawancara dengan para pakar hukum sebaglaan
komparasi, baik pakar hukum pidana Islam maupuramphidkum pidana
positif yang menjadi anggota tim perumus RKUHP 20IZngan
demikian, sumber data yang diperoleh akanlebih &kagalam rangka
mendapatkan perspektif dari pelbagai sumber.

Keduga skripsi ini membatasi ruang lingkup terhadap bkhjajian

lebih spesifik, yaitu zina bagi orang-orang dengtatus lajang.Berbeda



dengan M. Arwani yang mengkaji RUU KUHP 2005 dengaang
lingkup kajian yang lebih luas, yakni zina dan kurnebo.

Ketiga, skripsi ini meneliti RKUHP edisi revisi terbaruaryg
diterbitkan pada tahun 2012, yang diserahkan Remsianelalui
Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Il DPR pdda Maret
2013, sedangkan M. Arwani menalaah RKUHP tahun 200%ana terjadi
perbedaan pada aspek penalisasi.

Keempat terdapat perbedaan pada objek kajian antarassknp
yang mengkaji secara komprehensif mengenai “zipandgd dan M.
Arwani yang mengkaji persoalan zina secara luasnasuk persoalan
“kumpul kebo”.Skripsi ini secara parsial pada Babnhenyajikan kritik
terhadap ambiguitas definisi kumpul kebo dengasgadan zina lajang.

Kritik terhadap ambiguitas definisi kumpul kebo gakurang
sesuai dengan ketentuan Pasal 483 yang mengatutagamg dilakukan
karena menurut pandangan penulis akan berpotensiyambabkan
pandangan hukum yang multitafsirsehingga berimpiikeangat serius
pada level penegakan hukum. Selain itu, penulishatebahwa Pasal
Kumpul Kebo pada ranah penalisasi tidak menjunjutigggi
keadilan.Dengan argumen tersebut, skripsi ini sedagas membatasi
objek kajian agar tidak memasuki wilayah perso&lanpul kebo.Berbeda
dengan penelitan M. Arwani yang tidak menyinggupgrsoalan
ambiguitas definisi kumpul kebo yang kemudian ménmggy M. Arwani

untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadaplPasapul Kebo.
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E. Metode Pendlitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan
pengetahuan yang disebut ilmu.Jadi, ilmu merupalemgetahuan yang
didapatkan lewat metode ilmidBecara umum metode penelitian
didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yangreana, terstruktur,
sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktimaupun
teoritis?’Secara umum, metode penelitian dipahami sebagairaegkat
peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakah pklaku suatu
disiplin ilmu.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi menggunakan metode peanrelit
kualitatif karena teknik penekanannya lebih mengffan pada kajian
teks dan menganalisis objek kajian menggunakan giatan
deskriptif analitik, bukan menyuguhkan hasil petnagii dalam bentuk

data statistik, angka, atau data matematik.

Adapun skripsi ini termasuk jenis penelitian keplagn
(library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah
bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-Kitgl ensiklopedia,

jurnal, termasuk berita yang termuat dalam mediakcseperti koran,

" Bambang Sunggonetode Penelitian HukunfJakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 44
8 J.R. RacoMetode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, d&eunggulannya(Jakarta:
Grassindo, 2010), hal. 5
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majalah, dan medianline serta pelbagai sumber lain yang relevan

dengan topik yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian pustakbrdry research ini

terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber data primer
yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undaolgukh
Pidana (RKUHP) tahun 2012 bagian keempat mengehaa“dan
Perbuatan Cabul” yang didalamnya mengatur tentantp z
lajangoaSumber data utama untuk menganalisis objek peareliti
dalam perpektif hukum pidana Islam yaitu Al-Qurdan Hadis
yang merujuk pada kitab induk Sahih Bukhari.Seitin sumber
data primer dalam skripsi ini diambil dari data gatiperoleh dari
wawancara dengan narasumber, yaitu pakar hukumm Isiatuk
memberikan pandangan terhadap zina lajang (RKUHR2)2Qari

perspektif hukum pidana Islam.

b) Data Sekunder

° ditjienpp.kemenkumham.go.i®apat Kerja Antara Menteri Hukum dan HAM Bersama
DPR RI: RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum PalaiKUHP) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
http://ditienpp.kemenkumham.go.id/component/corigetitle/64-rancangan-undang-
undang/2391-rapat-kerja-antara-menteri-hukum-dan-harsama-dpr-ri-ruu-tentang-kitab-
undang-undang-hukum-pidana-kuhp-dan-kitab-undamtguog-hukum-acara-pidana-kuhap-.html,
diakses 30 September 2013, jam 20.35 WIB
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Data sekunder ini penulis dapatkan dari dokumenyasiu
berupa buku-buku yang membahas tentang had zinssu&hya
mengenai dasar-dasar had zina, kitab figh yang rabathtentang
zina, ensiklopedia, kamus, dan buku-buku yang liarkadengan

penelitian ini sebagai data sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk bebarapku
yang membahas masalah zina di mana secara spesifildlis
mengambil materi tentang zina lajangh&iru muhsaj Adapun

buku yang menjadi rujukan utama dalam data sekuatkdah:

1. Buku karya Mohammad Igbal Siddiqrhe Penal Law of
Islam (1994) yang menjelaskan macam-macam hudud yang
ditetapkan Allah, antara lain zinadultery), gadzaf false
accusatiol, murtad épostasy, khamr (@rinking wing,
mencuri thef), perampok dacoity, highway robbery, dan
pembangkang waging war against the stgte Dalam
penelitian ini, penulis mengambil data terkait damgina,
terutama zina lajang.

2. Buku karya Abul A’la Almaududi,Tafsir Surat An Nuur
(1979) yang diterjemahkan tim Basalamah dan ditabi
Gema Insani Press. Buku ini secara komprehensif
menjelaskan hukum dan hukuman perzinahan dalam.Isla
Abul A’la Almaududi bukan hanya menjelaskan secara

literal-tekstual terhadap hukum Islam yang mengatur
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perzinahan, tetapi juga menjelaskan bagaimana aspek
sosiologis-filosofis suatu hukuman yang diberikastarh
terhadap pelaku perzinahan, termasuk penjelasagenan
perzinahan pada zaman pra-Islam.

. Buku karangan Abdul Qadir AudahAt-Tasyri’ al Jina'i al-
Islamiy Mugaranan bil Qununil Wad’iyang diterjemahkan
tim Tsalisah dalam buk&nsiklopedi Hukum Pidana Islam
IV (2007). Buku ini sangat representatif untuk nieseri
hukum pidana Islam tentang perzinahan, termasula zin
ghairu muhsan Abdul Qadir Audah dalam buku ini
menjelaskan  secara komprehensif-holistik mengenai
perzinahan, mulai dari perbedaan pandangan zinaimmen
hukum Islam dan hukum konvensional, definisi ziraid
pelbagai madzab, hukuman zina, pembuktian untuk
menetapkan tindak pidana zina, pelaksanaan hukuman,
hingga beberapa penghalang pelaksanaan hukumad.hudu

. Buku karya Barda Nawawi ArieBunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana (2005) secara khusus mengkaji tentang
kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, serta
perkembangan delik kesusilaan dalam konsep KUH® dtiar
mana buku ini cukup representatif untuk menggaltaieg
argumen-argumen kebijakan kriminal terhadap pediuat

zina dalam lintasan hukum pidana Indonesia, terknasu
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argumen tentang wacana pembaruan hukum pidana di
Indonesia.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari danataen
secara sistematis data yang terkumpul untuk meatkgk
pemahaman penulis tentang kasus yang dikaji.Adapetode analisis
data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalahtodee kualitatif,

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskraptéilitik.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskian
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenakok@jian yang
diteliti.Dengan metode ini, hasil penelitian dapikgambarkan dan
dibahasakan di mana ada kesatuan antara bahagakatan. Dengan
menggunakan metode deskriptif analisis diharaplamelgtian dalam
skripsi ini bukan semata mendeskripsikan objek akgjimelainkan
menganalisis data lebih detail, spesifik, dan kErasmembahasakan
hal-hal yang bersifat implisit menjadi eksplisitiertea dapat
membongkar teks-teks literal-skriptural untuk kemand disajikan

dalam bentuk teks kontekstual dengan latar sogsfdgsofis.

4. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yurikésena
penulis fokus mengkaji norma-norma dalam RKUHP tati2012

mengenai zina lajang.Untuk membongkar teks-tekdismppenulis
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mendekati menggunakan pendekatan sosiologis agatiten hukum

yang dihasilkan lebih kontekstual, fleksibel, daak rigid.

F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di naagialam setiap bab
terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkgpatiim,
Bab I. Pendahuluan
Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok pesatahan,
tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penuldsansistematika
penulisan.
Bab Il. Zina Lajang dalam Perspektif Hukum Pidaglarh
Bab ini meliputi pengertian zina lajang, dasar mkarangan zina
lajang, dan sanksi bagi pezina lajang dalam pet$pkitkum
pidana Islam.
Bab Ill. Zina Lajang dalam Perspektif RKUHP 2012
Bab ini meliputi pengertian zina lajang, dasar hakzina lajang,
dan sanksi bagi pezina lajang dalam RKUHP 2012.
Bab IV. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Zinajang dalam
RKUHP 2012
Bab ini meliputi diskursus pembaruan hukum pidana
Indonesia, aspek kriminalisasi pasal 483 RKUHP 2@&aRg
mengatur zina lajang, aspek penalisasi pasal 488HEK 2012
yang mengatur zina lajang.

Bab V. Penutup, meliputi kesimpulan, saran dan fognu



